
BUPATI NATUNA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA

NOMOR 33 TAHUN 2OT9

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2OO7 TENTANG
PEMBENTUKAN DESA GUNUNG PUTRI KECAMATAN BUNGURAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN yANG iuane Bsa

BUPATI NATUNA,

Menimbang : bahwa untuk menjamin admiiristrasi kewilayahan,

memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap

luas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis

dan aspek yuridis di Kecamatan Bunguran Timur,

Bunguran Timur Laut, Bunguran Tengah, Bunguran

Selatan dan Bunguran Batubi dilaksanakan kegiatan

Penghitungan dan Penetapan Luas Batas Wilayah Tahun

20t7;

bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan kegratan

Penghihrngan dan Penetapan Luas Batas Wilayah Tahun

2Afi di Desa Gunung Rltri terdapat perbedaan Luas

Wilayah dengan yang ditetapkan pada Peraturan Daerah

Nomor 6 Tahun 2OOT tentang Pembenttrkan Desa

Gunung Putri Kecamatan Bunguran Barat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mehetapkan

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan

b.

c.
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Mengingat :

2.

1.

Daerah Nomor 6 Tahun 2OOZ tentang Pembentukan

Desa Gunung Putri Kecamatan Bunguran Barat.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun L999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan

Huhr, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten

Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2OO8 tentang

Pembahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53

Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan

Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten

Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8

Nomor LO7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a88O);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO2 tentang

Pembenttrkan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 1 1 1,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

+2371;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Rrsat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tarrbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor aa38l;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlL tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

3.

+.

5.
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6.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al1
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2AlL
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Indonesia

Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4

Nomor 7, Tarnbahan l*rnbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5a95);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 .tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2074 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OI9 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tarnbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

terrtang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

7.

L

9.

10.
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11.

t2.

13.

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OLl

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011. Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2OL6

tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

1038);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2Ol7

tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2OLT Nomor 155);

Peraturan Daerah Kabupaten Natrrna Nomor 6 Tahun

2OOT tentang Pembentukan Desa Gunung Putri

Kecamatan Bunguran Barat (Lembaran Daefah

Kabupaten Natuna Tahun 2OOZ Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Natrrna Nomor 14 Tahun

2OL4 tentang Pembentukan Kecamatan Bunguran

Batubi, Kecamatan Pulau Tiga Barat dan Kecamatan

Suak Midai.

Dengan Persetqjuan Bersama

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN

2OO7 TENTANG PEMBENTUKAN DESA GUNUNG PUTRI

KECAMATAN BUNGURAN BARAT.

14.

DEWAN PERWAKIT,AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

Menetapkan :
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Natuna Nomor 6 Tahun 2OOT tentang Pembentukan Desa

Gunung Rrtri Kecamatan Bunguran Barat (Lembaran Daerah

Kabupaten Naflrna Tahun 2OO7 Nomor 6l., diubah sebagai

berikut
1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 3

(1) Desa Gunung Putri terbentuk dari Unit

Pemukiman Transmigrasi (UPT) SP U Kecamatan

Bunguran Barat atas prakarsa masyarakat dengan

memperhatikan asal usul desa sesuai dengan

kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

(21 Luas wilayah Desa Gunung Putri adalah +

6.879,637 Ha dengan batas-batas sebagai berilmt:

- Sebelah Utara berbatas dengan Desa Kelarik

Utara;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Bahrbi

Jaya;

- Sebelah Barat berbatas dengan Desa Sedarat

Baru; dan

- Sebelah Timur berbatas dengan Desa Air Lengit

dan Desa Selemam.

(3) Peta Wilayah Desa Gunung Rrteri sebagaimana

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagran

y{Lgtidak terpisahkan dari Peraturan ini.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi 'sebagai

berikut:

Pasal 4

Desa Gunung Putri berkedudukan di Kecamatan

Bunguran Batubi.

Pasa1 II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 3t, DeIt u$er t4r9

'*1,

Diundangkan di Ranai

pada tanggal 31 }eto,^,r&r %ry

, SEKRETARIS DAERAHK
& ,uruPATEN NATUNA!

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN I{ATUNA TAHUN 2019 NOMOR 33

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA PROVINSI

KEPUL,AUAN RIAU:3 2,'t7 / 20Lg

ATI NATUNA,

HAMID RIZAL
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